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Abstrak 

Studi ini untuk mengkaji penegakan hukum Undang-Undang No. 10 
Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh tahun 2024, dan 
menganalisis peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum 
Undang-Undang No. 10 tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di 
Aceh tahun 2024. Pilkada 2024 diselenggarakan secara serentak 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan asas 
demokratis. Namun, pelanggaran seperti politik uang dan ketidaknetralan 
aparat masih marak. Di Aceh, penegakan hukum Pilkada memiliki 
kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun 
lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan 
metode hukum empiris, dan bersifat deskriptif, data diperoleh melalui 
data primer dan data sekunder serta akan di analisis, kemudian hasil 
penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan 
dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, 
menunjukkan bahwa penegakan hukum Pilkada 2024 di Aceh masih 
menghadapi berbagai kendala, seperti intervensi politik terhadap 
Panwaslih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya pembuktian 
pelanggaran. Meskipun UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan 
kerangka hukum yang jelas, implementasinya belum berjalan optimal. 
Panwaslih memiliki peran strategis dalam pengawasan, penerimaan dan 
penanganan laporan pelanggaran, investigasi, serta rekomendasi tindak 
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lanjut melalui Gakkumdu. Selain itu, Panwaslih juga melakukan edukasi 
politik sebagai langkah preventif. 
 
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pilkada, Panwaslih, Aceh. 
 

Abstract 
This study aims to examine the law enforcement of Law No. 10 of 2016 in the 
2024 Regional Head Election in Aceh, and analyze the role of the Election 
Supervisory Committee in enforcing the law of Law No. 10 of 2016 in the 2024 
Regional Head Election in Aceh. The 2024 Regional Head Election was held 
simultaneously based on Law No. 10 of 2016 with democratic principles. 
However, violations such as money politics and non-neutrality of officials are still 
rampant. In Aceh, the law enforcement of the Regional Head Election has 
specificities through Law No. 11 of 2006 and local Qanun. This research is a 
qualitative research, using empirical legal methods, and is descriptive in nature, 
data obtained through primary and secondary data and will be analyzed, then the 
results of the research will be compiled systematically to obtain clarity from the 
problems studied. Based on the results of the study, it shows that the law 
enforcement of the 2024 Regional Head Election in Aceh still faces various 
obstacles, such as political intervention against Panwaslih, low community 
participation, and the difficulty of proving violations. Although Law No. 10 of 
2016 provides a clear legal framework, its implementation has not been optimal. 
The Election Supervisory Agency (Panwaslih) plays a strategic role in 
monitoring, receiving and handling reports of violations, conducting 
investigations, and recommending follow-up actions through the Gakkumdu 
(Commission for Law Enforcement). Furthermore, Panwaslih also conducts 
political education as a preventative measure. 

Keywords: Law Enforcement, Regional Head Election, Panwaslih, Aceh. 

A. PENDAHULUAN 

Pancasila sebagai falsafah negara, dan juga jiwa bangsa (volksgeist) 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur1. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip demokrasi yang 

menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

                                                           
1
 Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 5 
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menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar.  

Sebagai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dan juga sarana 

untuk rakyat dalam memilih kepala daerah pada Pilkada yang 

diharapkan mampu menghadirkan pemimpin daerah yang bisa 

menjalankan fungsi dan kewenangannya di daerah agar terciptanya 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.2 Salah satu wujud 

konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui 

pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.3 

Sebagai bagian dari agenda reformasi, Pilkada telah menjadi 

mekanisme demokratis dalam menentukan kepemimpinan daerah. 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana politik rakyat, tetapi juga sebagai ukuran 

keberhasilan demokrasi dan kualitas penegakan hukum dalam sistem 

pemerintahan daerah.4  

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan pemilihan kepala 

daerah secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Pilkada dan pelaksanaannya sesuai ketentuan asas langsung, dimana 

rakyat dijadikan sebagai pemilih yang memiliki hak dan kewajiban dalam 

memberikan hak suaranya sesuai hati nuraninya secara langsung.5 

                                                           
2
 Ibid 

3
 Kartini, D. S, Demokrasi dan Pengawas Pemilu, Journal of Governance, 2 (2), 2017. 

https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671 
4
 Andiraharja, D. G, Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Khazanah 

Hukum, 2 (1), 2020, hlm. 24–31. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681. 
5
 Riastri Haryani, (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga 

Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang 

Pemilu. Binamulia Hukum. Vol. 12 No. 1.  
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi dasar hukum 

utama dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengaturan mengenai 

pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penanganannya. Namun demikian, 

dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak luput dari berbagai 

persoalan, terutama berkaitan dengan pelanggaran hukum yang 

mencederai asas-asas demokrasi.  

Ragam pelanggaran terakumulasi pada tingkatan, jenis 

pelanggaran atau tindakannya, hingga pada perbedaan terkait penjatuhan 

sanksinya. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat penegakan hukum 

yang lemah akan berdampak pada legitimasi hasil pemilihan, 

meningkatnya potensi konflik, serta menghambat tercapainya 

pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Padahal, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menetapkan kerangka hukum yang 

cukup komprehensif, termasuk pelibatan lembaga seperti Bawaslu, 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada 

(DKPP) dalam bentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)6.  

Di Provinsi Aceh, mekanisme penegakan hukum dalam pemilihan 

kepala daerah memiliki kekhususan tersendiri. Selain tunduk pada 

ketentuan nasional, Aceh memiliki dasar hukum khusus yakni Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta sejumlah 

Qanun yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara lebih rinci dan sesuai 

dengan karakteristik lokal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih 

lanjut mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum Pilkada di Aceh 

dalam bingkai dualisme hukum tersebut, serta sejauh mana pelaksanaan 

                                                           
6
 Budiman N.P.D Sinaga, J. Pasaribu, dan J. Napitupulu, Pelanggaran Administrasi dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020, Visi Sosial Humaniora, 2021, hlm. 31–43. 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat diimplementasikan secara 

konsisten di daerah istimewa ini. 

Permasalahan semakin kompleks apabila pelanggaran tidak hanya 

dilakukan oleh peserta pemilihan, tetapi juga melibatkan penyelenggara 

atau aparat yang seharusnya bersifat netral. Berbagai bentuk pelanggaran 

seperti politik uang, manipulasi data, pelibatan ASN secara tidak sah, dan 

kampanye di luar ketentuan, menjadi tantangan serius bagi integritas 

penyelenggaraan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan 

dan penindakan oleh institusi penegak hukum belum berjalan optimal.7 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada 

pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024 dan bagaimana peran 

Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum Undang-Undang 

No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh  Tahun 2024. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, menggunakan metode hukum empiris, dan bersifat 

deskriptif.8 Sumber data dalam penelitian ini berasal data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui teknik studi lapangan (field research) dan didukung dengan teknik 

penelitian dokumen/literatur (library research).9 Sedangkan analisis data 

dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu: tahap pengumpulan 

                                                           
7
 Puadi, Demokrasi Pemilu dan Politik Uang, Dinamika dan Aktualisasi Penanganan 

Pelanggaran Pilkada dan Pemilu, Jakarat: Aldhera Shalih Indonesia, 2020, hlm. 32 

   
8
  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24 

9
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Press, 2004, hlm. 24. 
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data, tahap reduksi data, tahap penyajian, dan tahap penarikan 

kesimpulan. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Aceh 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 merupakan 

momentum strategis dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, 

tak terkecuali di Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi di 

Indonesia yang memiliki status kekhususan dan keistimewaan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh memiliki kewenangan otonom 

yang lebih luas dibandingkan provinsi lainnya, termasuk dalam hal 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kekhususan ini memberikan 

Aceh hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri 

melalui perangkat hukum lokal yang disebut Qanun, termasuk dalam 

bidang politik lokal seperti pelaksanaan Pilkada.10 

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 

2022 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh berlakunya 

ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mewajibkan 

agar seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh, melaksanakan Pilkada 

secara serentak nasional pada bulan November tahun 2024.11  

Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum pada 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh, terdapat 
                                                           

10
 Suci Asrina, dkk, Politik Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 

2022 Menjadi 2024, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, 

April 2024, hlm. 26-49 
11

 Ibid  
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konfigurasi kelembagaan yang khas dan berbeda dengan struktur yang 

berlaku di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Keberadaan Panwaslih 

merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan diatur lebih lanjut dalam qanun 

daerah, menjadikan Panwaslih sebagai institusi yang memiliki kedudukan 

strategis dalam mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. 

Adapun pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2024 mencerminkan 

kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara maupun 

pengawas Pilkada dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, 

dan adil. Berbagai bentuk pelanggaran telah ditemukan, baik yang bersifat 

administratif maupun pidana. Jenis-jenis pelanggaran yang paling 

menonjol antara lain adalah penyalahgunaan fasilitas negara, 

ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), kampanye terselubung oleh 

pejabat aktif, serta praktik politik uang (money politics).12 Fenomena ini 

tidak hanya menjadi cerminan dari rendahnya kepatuhan terhadap aturan 

hukum Pilkada, tetapi juga memperlihatkan lemahnya budaya demokrasi 

yang seharusnya mengedepankan etika dan integritas dalam proses 

kontestasi kekuasaan lokal. 

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang telah mengatur secara tegas larangan terhadap penyalahgunaan 

kewenangan, fasilitas negara, maupun ketidaknetralan pejabat dalam 

                                                           
12

 Panwaslih Aceh, Laporan Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2024 Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2024 
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proses Pilkada. Secara khusus, Pasal 71 melarang pejabat negara, pejabat 

daerah, ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya 

untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Sementara 

itu, Pasal 73 menegaskan bahwa praktik politik uang, baik dalam bentuk 

pemberian uang tunai maupun barang atau jasa untuk mempengaruhi 

pemilih, termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi 

pidana dan pembatalan sebagai pasangan calon. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panwaslih Aceh, 

Muhammad Ali, diperoleh gambaran bahwa proses pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 telah 

dilakukan secara intensif dan maksimal, dengan tetap berpegang pada 

koridor hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016, Qanun Aceh, serta peraturan teknis dari Bawaslu RI. Panwaslih 

sebagai lembaga pengawas yang bersifat ad hoc di Aceh, menjalankan 

fungsi pengawasan bukan hanya secara formal prosedural, tetapi juga 

secara substantif, dengan tujuan menjaga integritas dan kredibilitas setiap 

tahapan Pilkada. Namun demikian, Muhammad Ali juga menekankan 

bahwa realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang cukup 

kompleks, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan 

kultural.13 

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah 

dikemukakan, dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2024, 

meskipun secara normatif telah dilandasi oleh kerangka hukum yang 

komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masih 
                                                           

13
 Muhammad Ali, Ketua Panwaslih Aceh, Wawancara, Selasa, 3 Juni 2025 
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menghadapi berbagai tantangan serius pada tataran implementasi. 

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada pada prinsipnya 

telah menyediakan instrumen yang memadai, termasuk sanksi 

administrasi dan pidana, mekanisme penyelesaian sengketa, serta 

pedoman pengawasan yang cukup rinci. Namun demikian, penegakan 

hukum yang bersifat substantif yakni yang menjamin keadilan, 

transparansi, dan integritas dalam seluruh tahapan Pilkada belum 

sepenuhnya terwujud. 

Salah satu persoalan mendasar yang mengemuka adalah persoalan 

kelembagaan, khususnya menyangkut independensi dan efektivitas 

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).14 Kelembagaan Panwaslih di 

Aceh memiliki kedudukan yang khas, karena dibentuk secara permanen 

melalui ketentuan Qanun Aceh serta melibatkan proses seleksi oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses seleksi ini, walaupun diharapkan 

menjamin akuntabilitas publik, dalam praktiknya rentan terhadap tarik-

menarik kepentingan politik. Ketika lembaga legislatif lokal yang 

notabene berisi aktor-aktor politik partisan diberikan kewenangan 

merekrut pengawas Pilkada, maka potensi konflik kepentingan menjadi 

tidak terhindarkan. Hal ini dapat mempengaruhi independensi, netralitas, 

bahkan keberanian anggota Panwaslih dalam menindak pelanggaran 

yang melibatkan elit lokal.15 

                                                           
14

 Rinaldo, E. P. R. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 10 No. 3, 2017 
15

 Ibid  
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Selain aspek kelembagaan, aspek pendanaan juga menjadi titik 

krusial dalam menentukan efektivitas pengawasan.16 Ketergantungan 

yang tinggi terhadap anggaran daerah membuat Panwaslih berada dalam 

posisi rentan, terutama jika kepala daerah petahana yang berkepentingan 

dalam kontestasi masih memegang kekuasaan anggaran. Pendanaan yang 

tidak memadai berdampak pada minimnya operasional pengawasan di 

tingkat akar rumput, mulai dari keterlambatan pelantikan panwaslih 

adhoc, terbatasnya jumlah personel pengawas lapangan, hingga tidak 

optimalnya distribusi logistik pengawasan di wilayah pedalaman. Kondisi 

ini semakin diperparah oleh tantangan geografis Aceh yang memiliki 

banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau, sehingga celah pelanggaran 

Pilkada berpotensi terjadi secara masif tanpa pengawasan yang memadai. 

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya 

kapasitas sumber daya manusia pengawas Pilkada, terutama di tingkat 

kecamatan dan gampong. Banyak pengawas adhoc yang direkrut tidak 

memiliki latar belakang hukum atau Pilkada, sehingga sering kali tidak 

memiliki keberanian maupun pemahaman yang cukup dalam menindak 

pelanggaran, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kekuatan 

politik atau aparat pemerintah.17 Pelatihan yang diberikan pun masih 

bersifat formal dan terbatas pada waktu yang singkat, tanpa pembekalan 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas SDM menjadi 

keharusan mutlak, baik melalui pelatihan intensif, pembekalan hukum 

                                                           
16

 Burhan Robith Dinaka dan Fitra Arsil, Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu 

Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis, Jurnal Konstitusi 

dan Demokrasi, Vol. 3 No. 1, 2023 
17

 Hidayat, M. T. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dalam Menjamin 

Kualitas Pengawasan di Tingkat Lokal, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 12 No. 1, 2021 
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substantif, maupun pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung 

kerja-kerja pengawasan secara real time dan akuntabel. 

Tantangan struktural dan teknis, hambatan kultural juga menjadi 

persoalan yang tidak bisa diabaikan.18 Salah satu akar lemahnya 

penegakan hukum adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan Pilkada. Di beberapa wilayah Aceh, praktik politik uang dan 

mobilisasi aparat desa dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi 

semacam "kebiasaan politik" yang diterima secara sosial. Keengganan 

masyarakat untuk melaporkan pelanggaran seringkali dipicu oleh rasa 

takut akan intimidasi, rasa tidak percaya terhadap proses hukum, serta 

loyalitas politik terhadap calon tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendekatan hukum yang terlalu prosedural dan top-down tidak akan 

efektif apabila tidak disertai dengan pendekatan kultural yang 

menghargai nilai-nilai lokal dan pola komunikasi masyarakat. 

Dalam konteks tersebut, pendidikan politik menjadi instrumen 

penting yang harus diperkuat. Pendidikan politik yang ideal tidak cukup 

hanya disampaikan melalui sosialisasi formal dari KPU atau Bawaslu, 

tetapi harus melibatkan aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi 

kultural di tengah masyarakat, seperti ulama, tokoh adat, dayah, dan 

organisasi masyarakat sipil.19 Pendekatan semacam ini tidak hanya akan 

membangun kesadaran hukum secara partisipatif, tetapi juga 

memperkuat kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang para aktor 

politik. Penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan 

                                                           
18

 Asep Setiawan dan Sri Yunanto, Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di 

Indonesia, Yogyakarta: Leutikaprio, 2020. 
19

 Rasyad, R., Ikhwan, I., Manan, A., & Putra, R. S. Ulama and santri’s participation in 

2019 General Election in Aceh, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 37 No. 1, 2023 
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pemantauan dan advokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan 

pengawasan partisipatif yang berbasis nilai-nilai lokal dan agama. 

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam Pilkada 

Aceh tidak hanya bergantung pada ketepatan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi terutama pada efektivitas implementasi, 

kematangan kelembagaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. 

Penegakan hukum yang substansial harus mampu melampaui kerangka 

prosedural dan menjawab realitas sosial, budaya, dan politik masyarakat 

Aceh secara utuh. Tanpa adanya komitmen kolektif dari seluruh elemen 

bangsa pemerintah, pengawas, penegak hukum, penyelenggara Pilkada, 

akademisi, dan masyarakat sipil upaya untuk mewujudkan Pilkada yang 

jujur, adil, dan demokratis hanya akan menjadi wacana yang tidak 

membumi. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem 

pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada menjadi keniscayaan, 

demi menjaga marwah demokrasi lokal yang mencerminkan keadilan, 

keterbukaan, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. 

 

2. Peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam Penegakan Hukum 

pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Aceh 

Dalam struktur kelembagaan Pilkada Aceh, Panitia Pengawas 

Pemilihan (Panwaslih) menempati posisi yang sangat strategis dan tidak 

dapat direduksi hanya sebagai lembaga teknis pelengkap dari Komisi 

Independen Pemilihan (KIP). Panwaslih bertanggung jawab tidak hanya 

untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan agar berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga untuk menjamin bahwa hak-hak 

politik masyarakat Aceh khususnya hak untuk memilih dan dipilih 

dilindungi dari berbagai bentuk manipulasi, intimidasi, diskriminasi, dan 
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pelanggaran hukum lainnya. Sebagai lembaga independen yang bekerja 

berdasarkan prinsip imparsialitas, integritas, dan profesionalitas, 

Panwaslih berfungsi sebagai penjaga moralitas elektoral sekaligus sebagai 

instrumen legal formal dalam menindak pelanggaran Pilkada.20 

Panwaslih tidak hanya berperan sebagai aktor pengawas yang 

bersifat pasif, melainkan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum 

Pilkada yang aktif dan partisipatif. Dalam menjalankan tugas 

pengawasannya, Panwaslih memiliki kewenangan untuk menerima dan 

menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, melakukan investigasi 

awal, serta meneruskan temuan yang mengandung unsur pidana kepada 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).21 Kewenangan ini 

menjadi sangat penting dalam konteks Pilkada Aceh, yang seringkali 

diwarnai oleh praktik politik uang, politisasi birokrasi, penyalahgunaan 

wewenang, hingga mobilisasi identitas keagamaan dan etnis. Dalam 

konteks seperti itu, Panwaslih berperan sebagai benteng terakhir yang 

memastikan bahwa kontestasi politik tidak melenceng dari norma hukum 

dan prinsip etika publik.22 

Berdasarkan kekhususan hukum yang dimiliki Aceh sebagai 

daerah dengan status otonomi khusus, keberadaan Panitia Pengawas 

Pemilihan (Panwaslih) di provinsi ini memiliki karakteristik kelembagaan 

yang berbeda dibandingkan dengan struktur pengawasan Pilkada di 

provinsi lain di Indonesia. Panwaslih dibentuk secara khusus berdasarkan 

amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

                                                           
20

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 225. 
21

 Bawaslu RI, Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak 2020, Jakarta: Bawaslu RI, 2020, hlm. 15–18. 
22

 Muhammad Khuwailid, Analisa Peran Panitia Pengawas Kabupaten Aceh Tamiang 

dalam Penegakan Hukum Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, Tesis, 

Universitas Medan Area, 2018. 
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Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan. Panwaslih Aceh merupakan lembaga Ad Hoc yang 

pembentukannya dan penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA), serta memiliki kedudukan yang independen dari Bawaslu secara 

struktural. Otonomi kelembagaan ini merupakan refleksi dari prinsip self-

governance dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh yang menjamin hak-hak 

daerah dalam menyusun mekanisme politiknya sendiri, sejauh tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) tahun 2024, Panwaslih Aceh menjalankan fungsi strategis 

sebagai institusi pengawas Pilkada yang bertugas untuk mengawal 

seluruh tahapan Pilkada agar berlangsung sesuai dengan ketentuan 

hukum, asas-asas Pilkada, dan standar etika demokrasi. Tugas 

pengawasan Panwaslih tidak terbatas pada pengawasan administratif 

semata, melainkan mencakup pengawasan substansial yang meliputi 

penilaian atas kepatuhan aktor-aktor politik terhadap norma hukum dan 

nilai-nilai demokrasi. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap 

setiap tahapan pemilihan, mulai dari verifikasi persyaratan pencalonan 

kepala daerah, pelaksanaan masa kampanye, distribusi logistik Pilkada, 

pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap 

tingkatan.23 

Lebih dari sekadar menjalankan fungsi pengawasan prosedural, 

Panwaslih juga memiliki mandat sebagai lembaga penegak hukum 

Pilkada. Dalam kapasitas ini, Panwaslih menjalankan fungsi investigatif 
                                                           

23
 Rinaldo, E. P. R. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10 (3), 

2017, hlm. 233. 
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untuk mengidentifikasi indikasi pelanggaran, melakukan klarifikasi 

terhadap laporan masyarakat atau temuan pengawasan, serta 

merekomendasikan penindakan apabila terbukti adanya pelanggaran 

administratif maupun tindak pidana Pilkada. Dalam konteks ini, 

Panwaslih tidak hanya bertindak sebagai pengamat pasif atas jalannya 

proses Pilkada, tetapi secara aktif terlibat dalam pembentukan tata kelola 

pemilihan yang bersih, jujur, dan adil.24 

Fungsi penegakan hukum oleh Panwaslih dijalankan melalui tiga 

kategori pelanggaran utama, yaitu pelanggaran administrasi Pilkada, 

pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana Pilkada.  

Dengan demikian, peran Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Aceh 

tidak dapat disederhanakan hanya sebagai lembaga yang mengawasi 

jalannya Pilkada secara prosedural. Sebaliknya, Panwaslih memiliki peran 

multidimensional sebagai pelindung hak-hak politik warga, pelaku 

penegakan hukum elektoral, dan sekaligus agen normatif yang menjaga 

agar setiap tahapan Pilkada berlangsung dalam kerangka integritas, 

legalitas, dan akuntabilitas publik. Kompleksitas konteks sosial-politik 

Aceh yang khas, ditambah dengan dinamika lokal yang unik, menuntut 

Panwaslih untuk menjalankan peran pengawasan yang tidak hanya 

berbasis pada aturan hukum positif, tetapi juga memahami nilai-nilai 

budaya lokal, struktur patronase politik, dan potensi konflik yang dapat 

muncul dalam setiap kontestasi politik.25  

                                                           
24

 Baharita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-

Undang Pemilukada, Jurnal Legalitas, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 30 
25

 Ahmad Parlindungan, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik 

Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences, Vol. 2, No. 2, Desember 2019. 

https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108 

https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108
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Peran Panwaslih sebagai garda terdepan dalam pendidikan pemilih 

juga memiliki signifikansi yang setara dengan peran lembaga 

penyelenggara teknis lainnya seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP). 

Efektivitas kerja Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam konteks 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Aceh tidak dapat dipahami 

secara terpisah dari dinamika koordinasi antarlembaga dalam sistem 

penegakan hukum Pilkada yang kompleks. Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu terkait Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kolaborasi antara Panwaslih, 

Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan inti dari strategi penegakan hukum 

yang efektif dan terintegrasi. Gakkumdu tidak hanya dirancang sebagai 

forum formal, tetapi sebagai entitas fungsional yang menyatukan analisis 

pengawasan, penegakan hukum administratif, dan penindakan pidana 

dalam satu proses yang berkesinambungan.26 

Gakkumdu berfungsi sebagai penghubung kelembagaan yang 

menjembatani perbedaan pendekatan antara pengawas Pilkada yang 

berbasis administratif dengan aparat penegak hukum yang bersandar 

pada hukum acara pidana. Dalam konteks ini, Panwaslih sebagai 

pemrakarsa proses penanganan pelanggaran bertanggung jawab atas 

validitas laporan dan temuan pelanggaran, yang kemudian harus diolah 

secara hukum oleh penyidik kepolisian dan ditindaklanjuti oleh jaksa. 

Koordinasi yang sinergis, dengan pembagian peran yang jelas, menjadi 

syarat mutlak bagi terwujudnya efektivitas dalam penanganan perkara 

                                                           
26

 Nanang Trenggono, dkk, Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, 

Yogyakarta: Asnalitera, 2018. 
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baik dalam hal ketepatan klasifikasi pelanggaran, kelengkapan alat bukti, 

hingga kelanjutan perkara ke tahap penuntutan.27 

Meskipun peran strategis Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) 

dalam mengawal integritas Pilkada 2024 di Aceh telah diakui, realitas 

kelembagaan menunjukkan bahwa lembaga ini masih bergelut dengan 

sejumlah tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Tantangan-

tantangan ini tidak hanya menghambat kinerja pengawasan secara teknis, 

tetapi juga dapat melemahkan legitimasi proses demokrasi itu sendiri jika 

tidak ditangani secara sistemik. 

Penguatan peran Panwaslih ke depan tidak hanya bergantung pada 

regulasi dan struktur formal kelembagaan, tetapi juga pada strategi 

pemberdayaan internal yang komprehensif. Ini mencakup peningkatan 

kapasitas SDM, pengamanan anggaran yang bebas dari intervensi politik, 

penguatan sistem koordinasi berjenjang, serta pendekatan kultural dalam 

membangun legitimasi pengawasan di tengah masyarakat. Dalam 

kerangka tersebut, kolaborasi antara Panwaslih, masyarakat sipil, 

akademisi, dan media menjadi kunci penting untuk menutup celah 

pengawasan dan mendorong demokrasi lokal yang lebih partisipatif, 

transparan, dan akuntabel.28 

Praktik politik uang di daerah-daerah seperti Aceh tidak bisa 

dilihat semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan 

sebagai manifestasi dari struktur sosial-ekonomi yang timpang. Dalam 

kerangka demikian, strategi penegakan hukum tidak dapat bergantung 

pada pendekatan represif belaka, melainkan harus dikombinasikan 

dengan upaya preventif dan edukatif yang menyasar perubahan jangka 
                                                           

27
 Ibid  

28
M. Zubakhrum, Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, Depok: Papas Sinar 

Sinanti, 2020, hlm. 98 
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panjang. Pendidikan pemilih, penguatan nilai-nilai anti-korupsi, serta 

pemberdayaan masyarakat melalui media, forum warga, dan pendidikan 

politik berbasis komunitas menjadi langkah yang tak terhindarkan.29 

Panwaslih tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas 

pengawasan dalam arti teknis dan prosedural, tetapi juga harus menjadi 

agen perubahan sosial (social change agent) yang mampu memfasilitasi 

transformasi budaya politik masyarakat.30 Hal ini memerlukan strategi 

kolaboratif dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, 

tokoh agama, dan media lokal guna membangun ekosistem demokrasi 

yang lebih matang. Tanpa pendekatan kultural yang inklusif dan 

berkelanjutan, maka penegakan hukum Pilkada hanya akan bersifat 

kosmetik dan tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. 

Untuk menjalankan peran ini secara optimal, kerja sama lintas 

sektor menjadi kebutuhan strategis. Panwaslih harus membangun 

jaringan kolaboratif dengan tokoh agama, lembaga adat, akademisi, dan 

institusi pendidikan. Kolaborasi ini harus diarahkan pada pengembangan 

program pendidikan politik yang kontekstual, dialog komunitas tentang 

etika politik, serta kampanye publik yang mengangkat narasi keadilan 

elektoral dan anti-politik uang. Pendidikan politik berbasis komunitas 

harus menjadi program jangka panjang Panwaslih agar nilai-nilai 

demokrasi tidak hanya dideklarasikan dalam regulasi, tetapi benar-benar 

mengakar dalam praktik sosial masyarakat. 

Tanpa adanya transformasi budaya politik yang sungguh-sungguh, 

maka sistem hukum Pilkada, betapapun ideal dan lengkapnya, akan terus 

                                                           
29

 Ahmad Parlindungan, Op. Cit 
30

 Wibowo, S, Panwaslih sebagai Agen Perubahan: Tantangan dan Strategi dalam 

Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 14 (2), 2021, 

hlm. 150. http://doi.org/10.5678/jipp.v14i2.4567  

http://doi.org/10.5678/jipp.v14i2.4567
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berhadapan dengan tembok tebal permisivitas dan pragmatisme politik. 

Hukum akan kehilangan daya gigitnya jika tidak ditopang oleh legitimasi 

sosial dari masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya dan berani 

menolak praktik transaksional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan 

dan transformasi kultural harus berjalan simultan, membentuk ekosistem 

demokrasi lokal yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2024 menghadapi 

beberapa masalah. Meskipun UU ini memberikan kerangka hukum yang 

jelas, praktiknya masih terhambat oleh pengaruh politik lokal terhadap 

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan, dan kesulitan dalam pembuktian 

pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kelembagaan, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan partisipasi 

masyarakat agar penegakan hukum dapat lebih efektif dan mendukung 

terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Peran Panitia 

Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam penegakan hukum Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

di Aceh tahun 2024 sangat penting. Sebagai lembaga independen, 

Panwaslih tidak hanya mengawasi Pilkada, tetapi juga melindungi hak-

hak politik masyarakat Aceh. Panwaslih memiliki kewenangan untuk 

menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, dan 

merekomendasikan tindakan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

(Gakkumdu). Selain itu, Panwaslih juga menerapkan pendekatan 
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preventif melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran 

hukum di masyarakat. 
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